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LEMBARAN DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR :  1                                   2019                                      SERI : B                                                  

 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 
         NOMOR  01 TAHUN 2019 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 

NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan telah diatur 
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;  
 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Penerangan Jalan, maka 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun  2012 tentang 
Pajak Penerangan Jalan perlu untuk diubah dan disesuaikan 
dengan kondisi saat ini; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republi 
Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
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3. Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, 
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5052); 
 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi 2016 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2012 Nomor 13 Seri B); 

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2016 Nomor 6 Seri E). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  BEKASI 

dan 
 

WALI KOTA BEKASI 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2012 
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. 
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Pasal I 
Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 13 Seri B) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 
(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 
seluruh pembangkit listrik. 

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) adalah : 
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; 
c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; 
d. penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sosial dengan daya listrik 

sampai dengan 200 (dua ratus) KVA; dan 
e. tidak disewakan dan/atau dijual kepihak lain.  

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. 
 

  Ditetapkan di  Bekasi 
pada tanggal 21 Januari 2019 
WALI KOTA BEKASI, 
         Ttd/Cap 
 RAHMAT EFFENDI 

 Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 21 Januari 2019 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
               Ttd/Cap 
 
 

WIDODO INDRIJANTORO 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  2019  NOMOR 1  SERI B 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : 
(1/1/2019) 


